I
IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN NOMOR 48 TAHUN 2009 Jo.
UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011 Jo.
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
antara
PENGADILAN NEGERI LUMAJANG

dengan
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA LUMAJANG
KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MASING-MASING:

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Lumajang; berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 74 Desa Karangsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Provinsi

Jawa Timur, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
Dengan
MOH. LUDFi HIDAYAT, S.H. Selaku Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Lumajang disingkat dan disebut POSBAKUMADIN LUMAJANG; bertindak untuk dan atas nama

POSBAKUMADIN LUMAJANG berdasarkan Surat Keputusan Nomor 040-PP-XI-2022 Tahun 2022 Pimpinan Pusat POSBAKUMADIN tanggal 15 November 2022, berkantor di Jalan Krakatau No.

9 RT. 001 RW. 009 Desa Karangsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat Memorandum of Understanding tentang kerja sama pembentukan POSBAKUMADIN LUMAJANG pada PENGADILAN NEGERI
LUMAJANG untuk melaksanakan Mandatory Undang-Undang kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 57 Jo. Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Jo. Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dilangsungkandi : LUMAJANG
Pada tanggal ¢ 02 Januari 2023

T, S=8UDI PRAYITNO, 5.H., M.H.
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